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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 1982
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981
TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

M enetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal, dipandang perlu untuk
mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun
1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

1.
2.

3.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 sebagaimana telah
diubah dan ditambah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11
tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2943);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman M odal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Organisasi Departemen;

Keputusan Presiden Nomor 59/M  Tahun 1978 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan I11;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan
Koordinas Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33
TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL.

Pasal | ...
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Pasal |
Ketentuan Pasal 3 huruf ¢ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Menyiapkan dan menyusun Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal secara berkala
sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor Penanaman Modal, dengan memperhatikan
pandangan dan bahan-bahan yang disampaikan oleh departemen/lembaga yang
bersangkutan”.

Pasal 11

Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal | Keputusan Presiden ini
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal |11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 september 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO



